SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air

—

bersih kepada masyarakat, perlu menambah penyertaan modal
pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah
akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan
daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan
peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kebumen pada
Badan Usaha Milik Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3790);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4962);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004
tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64);

13.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Menetapkan

dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 11
TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 44) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah:

a. Nomor 36 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2011 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 74);

b. Nomor 28 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 100);

diubah sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penyertaan Modal pada PDAM sampai dengan Tahun 2010
sebesar Rp15.011.647.118,00 (lima belas milyar sebelas juta
enam ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan belas
rupiah).

(2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebelumnya tercatat sebagai saldo ex PDAM Gombong,
Penyertaan Modal Pemerintah, investasi berupa bangunan
sarana/prasarana air minum beralih menjadi Penyertaan Modal
berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian peralihan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini.

(4) Pada PDAM akan diberikan Penyertaan Modal berupa setoran
tunai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
dengan perincian:

a. dihapus;

b. untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah);

c. untuk Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.000.000.000,00
(dua milyar rupiah);

d. untuk Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00
(lima milyar rupiah); dan

e. untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00
(dua milyar rupiah).



Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen

pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (4/2015)



II.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air bersih
kepada masyarakat Kabupaten Kebumen, maka perlu penambahan
penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kebumen.

Bahwa rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum PDAM
Kabupaten Kebumen sebagian akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana dimaksud diberikan dengan syarat Pemerintah Daerah harus
memberikan kontribusi dalam bentuk penyertaan modal. Untuk itu perlu
adanya penambahan jumlah penyertaan modal pada PDAM.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan
menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal
yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal,
dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang
berkenaan, untuk itu perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Kebumen pada Badan Usaha Milik Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 116



